SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
PADA  ACARA SOSIALISASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025 SERTA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

Shalom, Salam sejahtera untuk kita semua,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang saya hormati:
· Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili;
·  Ispektur prov. Papua tengah &  8 kabupaten;
·  Kepala BPKAD prov Papua Tengah dan 8 kabupaten
· Biro hukum prov. Papua Tengah dan kabag hukum 8 kabupaten
· Kabid akutansi dan pelaporan provinsi papua Tengah dan 8 kabupaten ;
· Para peserta sosialisasi dan evaluasi yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam keadaan sehat dan penuh semangat.



Hadirin yang saya hormati,
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/2105/Keuda tanggal 21 April 2026 memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan, dan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas amanah yang telah diberikan. Oleh karena itu, seluruh proses penyusunan laporan keuangan, penyajian informasi anggaran, serta penyusunan rancangan peraturan daerah harus dilakukan secara cermat, sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu, saya meminta kepada seluruh perangkat daerah agar:
1. Menyelesaikan seluruh dokumen pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 secara tepat waktu dan berkualitas;
2.  Memastikan kesesuaian antara laporan keuangan, laporan kinerja, dan dokumen pendukung lainnya;
3.  Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara serius dan terukur;
4.  Memperkuat koordinasi antara OPD, BPKAD, Inspektorat, dan DPR  dalam seluruh tahapan penyusunan hingga penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD.

Hadirin sekalian,
Melalui kegiatan ini saya berharap seluruh peserta memperoleh pemahaman yang sama terkait mekanisme evaluasi, substansi dokumen yang harus disiapkan, serta langkah-langkah penyempurnaan yang diperlukan sebelum penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri maupun Pemerintah Pusat.
Keberhasilan penyusunan Pertanggungjawaban APBD akan menjadi cerminan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan komitmen kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.
Akhirnya, dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan yang Mahakuasa kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Terima kasih.
Shalom, Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

GUBERNUR PAPUA TENGAH
Meki Fritz Nawipa, S.H.
